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PERATURAN WALIKOTA PALEMEANG
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG

KODE ETIK PEGAWA| PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PALEMBANG,

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah yang bearsih,

berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperukan standar perilaky
Pegawai untuk meningkatkan kompelensi, transparansi, indegritas
Pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang;

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana  dimaksud dalam

huruf a, periu menatapkan Peraturan Walikola Palembang tentang Kode
Etik Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota
Palembang.

: 1. Undang-Undang Momor 28 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dasrah

Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl
Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821);

2. Undang-Undang MNomor & Tahun 1874 tentang Pokok-Fokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1874 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Rl Tahun
19849 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomaor 3880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan

Megara Yang Bersih dan Bebas dari Komupsi, Kolusi dan Mepotisme
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3851),

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Dasrah

(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Momor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Rl
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomaor 4844);

5. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

{Lembaran Megara Ri Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5038);

6. Peraturan Pemarintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa

Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);

7. Peraturan Pmmhhumsﬂﬁhunmmpmbogm

Urusan Pemerintahan Antara Pemeriniah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
RI Tahum 2007 MNomor B2, Tambahan Lembaran Negara RI
Momor 4737);



Menetapkan

2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5135);

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Koita Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

10.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

FERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG KODE ETIK
PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT
KOTA PALEMBANG

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pakembang,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat selanjutnya disebut BKD

dan Dikiat adalah Badan Kepegawalan Daerah dan Diklat Kota

Palembang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Dikiat adalah Kepala BRD

dan Diklat Kota Palembang.

8. Pegawai adalah PNS dan CPNS pada BKD dan Dikiat Kota
Palembang.

9 Kode Etik Pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat
Pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan
tugasnya sehari-hari,

10. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disingkal Majelis
Kode Etik adalah lembaga non struktural pada BKD dan Diklat yang
bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan
pelanggaran kode atik yang dilakukan oleh Pegawal.

11. Pelanggaran adalah segala beniuk ucapan, tulsan atau perbuatan

Pegawai yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.
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BAE Il
TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kode Etik Pegawai bertujuan

a. mambina karakter/watak, memelihara rasa pearsatuan dan kesaluan
secara kekeluargaan guna mewujudkan kera sama dan semangat
pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan
keteladanan pegawai,

b. mendorong =tos kerfa untuk mewujudkan Pegawai yang bermutu
tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparafur
negara dan abdi masyarakat, dan

¢ menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BKD dan Dikiat.



BAE M
MILAI-NILAI DASAR PEGAWAI

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi cleh Pegawai, meliputi

an

ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

ketaatan terhadap hukum dan ketertuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

tidak diskriminatif;

. profesional, netralitas dan bermaral tinggi; dan
. integntas, inovatif dan transparan

BAE IV
KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 4

Setiap Pegawai wajib mematuhi Kode Etk Pegawai sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Paraturan ini.

(N

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

{7)

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 5

Setiap Pegawal yang melakukan pelanggaran Kode Etk Pegawai
akan dikenakan sanksi moral

Sanksi morsl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sacara
tertulis dan dinyatakan cleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Sanksi moral sebagamana dimaksud pada ayat (2), berupa

a. Permnyataan secara tertutup ; atau
b. Permyataan secara terbuka.

Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), harus dissbutkan jenis pelanggaran kode efik yang
dilakukan oleh Pegawai.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada aysi (2), dapal
mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya Pejabat
Struktural Eseion [V,

Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tetap
melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi atau
hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran berdasarkan Faraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

Atasan langsung Pegawai yang mengetahul adanya Pegawai yang
melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai namun tidak mengambil
tindakan, ateu membantu Pegawai melakukan pelanggaran Kode
Etik Pegawai, dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan lingkat
palanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Pasal 6

(1) Dalam rangka penegakan Kode Etik Pegawai, dibentuk Majelis Kode
Etik Pegawai di Lingkungan BKD dan Diklat

{2) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD dan Diklat.
BAB Vi
PENUTUP

Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang tidak
sejalan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak beraku.

Pasal 8
Peraturan ini mulai berdaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Palembang.
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal &5 Jwwery 2012
A A PALEMBANG,
Dhundangean & aismoEng
Pada innggsl W =\= 301
BERRETARIS DAERAH
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A. ETIKA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR @ 03 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 JANUARI 2012
TENTANG : KODE ETI PEGAWAI PADA BADAN
KEFEGAWAIAN DAERAH  DAN
DIKLAT KOTA PALEMBANG

KODE ETIK PEGAWAI PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

1. Etika bernegara
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melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

mengangkat harkat dan marlabat bangsa dan negara;

menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
menaati samua peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemennlahan  dan
pembangunan,

langgap, terbuka. jujur, dan akurat, serta tepat wakiu dalam melsksanakan seliap
kebijakan pregram pemerintah;

menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Megara seécara efisien dan
elektif, dan

tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak banar.

Z. Etika daftam berorganisasi
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melaksanakan tugas dan wewenang sesuai kelentuan yang berlakiu

menjaga informasi yang bersifal rahasia;

melaksanakan setiap kebijakan yang diletapkan oleh pejabat yang berwenang,
membangun elos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi,

menjalin kerasama secara kooperatif dengan unit kera lain yang terkail dalam rangka
pencapaian tujuan;

memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

patuh dan taat terhadap standar operasional dan lata kerja;

mengembangkan pemikiran secara kmeatif dan inovalif dalam rangka peningkatan Kinera
arganisasi; dan

berarientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

3. Etika dalam bermasyarakat
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mewujudkan pola hidup sedarhana; .
membarikan pelayanan dengan empati, hormat, ramah dan santun tanpa pamnh seria
tanpa unsur pemaksaan, )
memberikan pelayanan secara cepat, mudah, tepat terbuka, dan adil sera tidak
tanggap ’ keadaan lingkungan sekitar; dan

terhadap :
beronentasi kepada peningkatan kualitas pelayanan dalam melaksanakan tugas.

4. Etika terhadap diri sandiri

an ore
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jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar,

bertindak dengan peruh kesungguhan dan ketulusan,
mmgtind-mmnﬂltkapmﬁngmmm.hwmmwngﬂmm: .
berinisiatf untuk meningkatkan kuslitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan

memiliki motivas! yang tinggi

memelihara kesehatan jasmani dan rohani,
menjags keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

5. Etika terhadap sesama Pegawal

saling menghormati sesama pemeluk agamakepercayaan yang berlainan;

memelihara resa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai | )
ullmmmmmmnhaﬁamtmwﬂmﬂmnmunmmﬂdm
maupun di luar Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;



menghargal pernedaan pendapat;

menjunjung tinggl harkat dan martabat Pegawai |

menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatf sesama ; dan

berhimpun dalam satu wadah Worps Pegawai Republik Indonesia yang W}amn
mmmammmmmum“mumwume
haknya
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B. KEWAJIBAN PEGAWAI
Satiap Pegawal Badan Kepegawaian Deerah dan Diklatl, waijib

1.

b W

mentaati ketentuan jam kerja (pelayanan) dan jam istirahat

Jam Kerja (Pelayanan)

Senin — Kamis - 0730 WIB - 16.00 WIE
Jum'at : 07.00 WIB - 16.30 WiB
Jam Istirahat

Senin - Kamis : 12.00 WIB - 13.00 WIB
Jurm’at 11,30 WIB - 13. DO WIB

Mengikuti apel pagl dan senam pagi;

malaksanakan ibadah sesual dengan agama dan kepercayaan masing-masing sara
menghormali pemeluk agama lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari;

memberikan pelayanan kepagawaian kepada saluruh Pegawal di Lingkungan Pemerintah Kota
Palambang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Slandar Operasional (prosedur yang
berfaku),

memberikan informasi kepagawaian sesual dengan tugasnya masing-masing;

berpenampilan dan berbusana sesual dengan etika (bersin, sopan dan rapi) serta dilengkapi
dengan atnbut yang telah ditentukan,

bersikap sopan, ramah dan tidak diskriminatf dalam rangka membarkan pelayanan
Kepegawaian,

mﬂ:knn:hni'l pariniah kedinasan dar atasan yang berwenang;
menjaga situasi ingkungan kerja yang bersih, aman dan nyaman;

. bertanggung jawab atas hesil pelaksanaan lugasnya;

wmmmmmmnpmmm
memelhara, menjaga dan mengamankan barang invenlaris milk Badan Kepegawaian Daerah
dan Diklat;

menjaga hubungan kera yang baik antar sesama Pegawai; dan

. berortentasi pada upaya peningkatan kinerja vang kreatif dan inovatif.

. LARANGAN PEGAWAI
Seliap Pegawai Badan Kepegawalan Daerah dan Diklal, dilarang .

1.
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menggunakan kewenangan jabatan dan fasiitas kantor baik langsung maupun tidak langsung

untuk kepentingan diri sendiri maupun péhak lainnya;

menerima segala pembenan atau penghargaan dalam bentuk apapun yang langsung maupun

tidak langsung berhubungan dengan peiaksanaan fugasmya;

memantaatkan data dan atsu informasi kepegawaian untuk memperolah keuntungan pribadi
awan,

mhmu_ melindungi, bekerja sama, memerintahkan, menjanjikan alau memberi

kesempatan pibak lain unluk melakukan kecurangan dibidang kepegawman,

mengkonsumsi, mengedarkan dan/ateu memproduksi minuman keras, narkofika dan

psikotropika; _

melakukan kegiatan perjudian dan parbuatan yang melanggar kesusilaan,

bersikap diskriminasi atau memihak kepada golongan danfatau kelompok tertentu;
mamalsuikan tanda tangan pegawai/pejabat dan dokumen kepegawaian; dan
selama Jam Kerja tidak diperkenankan meninggalkan kantor tanpa alasan yang sah.
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